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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
sehingga buku ini yang berjudul DESENTRALISASI FISKAL DAN 
KEMISKINAN ACEH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS 
dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari keprihatinan akademik 
terhadap fenomena ketidakmerataan pembangunan dan tingginya 
angka kemiskinan di daerah, khususnya Aceh, meskipun kebijakan 
desentralisasi fiskal telah lama diterapkan di Indonesia.

Desentralisasi fiskal, yang pada awalnya diharapkan menjadi 
instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala. 
Kapasitas kelembagaan daerah yang terbatas, ketergantungan pada 
transfer pusat, serta lemahnya perencanaan pembangunan menjadi 
faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan. Buku ini berupaya 
memberikan analisis kritis, berbasis teori dan data empiris, mengenai 
hubungan antara kebijakan fiskal, kemandirian daerah, dan tingkat 
kemiskinan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak 
yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan akademik, 
data penelitian, maupun motivasi moral, sehingga buku ini dapat 
hadir sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu ekonomi 
pembangunan dan kebijakan publik. Semoga buku ini bermanfaat 
bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan para pengambil kebijakan 
dalam memahami kompleksitas desentralisasi fiskal serta mencari 
solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan di Aceh dan 
Indonesia pada umumnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum 
diamandemen maupun yang sudah diamandemen yang memuat 
bahwa dasar bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan 
(NKRI), dimana administrasi pemerintahan yang sentralistik dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Kondisi ini 
mewujudkan pemerintah daerah hanya menjalankan tugas dan 
kewenangan pemerintahan sebatas perpanjangan tangan pemerintah 
pusat. Hal ini akan menjamin roda pemerintahan yang aman, 
terkendali dan sesuai dengan tujuan dasar Negara Republik Indonesia 
dalam menjalankan pemerintahannya.

Namun, bentuk pemerintahan berdasarkan Negara kesatuan 
republik Indonesia, yang menerapkan pelayanan publik yang 
terpusat, akan menjadikan daerah memperoleh kemajuan dan 
pertumbuhan ekonomi yang sama disetiap daerah atau provinsi 
dalam Negara Republik Indonesia. Tanpa ada pengecualikan provinsi 
yang mempunyai sumberdaya alam yang melimpah maupun provinsi 
(daerah) dengan sumberdaya alam yang sedikit. Dimana, dimata 
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pemerintah pusat akan diberikan pelayanan sama dalam bidang 
ekonomi, politik dan sosial budaya.

Apa yang terjadi dari system pemerintahan dengan pelayanan 
publik yang terpusat, justru tidak tercapai pelayanan yang adil 
diantara setiap daerah provinsi, artinya daerah yang memiliki 
sumberdaya alam yang melimpah akan tidak bisa menggali potensi 
sumber ekonominya, karena terikat dengan kewenangan pemerintah 
pusat, sehingga akan ketinggalan pembangunan ekonominya. 
Disparitas pembangunan ekonomi antar daerah, akan berdampak 
kepada peningkatan angka kemiskinan yang pada akhirnya akan 
muncul konflik vertikal antara daerah dengan pemerintah pusat yang 
merupakan konflik yang ditimbulkan oleh administrasi pelayanan 
publik dari pemerintah yang tidak mencapai keadilan antar daerah.

Permasalahan disentralisasi fiskal yang timbul adalah 
ketidakmampuan daerah dalam menyongsong desentralisasi, karena 
pengetahuan aparatur pemerintah daerah tidak mampu mengartikan 
batas pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah 
pusat ke daerah. Selanjutnya, alokasi pendanaan dari transfer 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya 
mampu untuk digunakan dalam meningkatkan pembangunan 
ekonomi daerah, hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak 
mampu menyusun perencanaan pembangunan secara tepat dan 
efiensi sesuai dengan masalah pembangunan di daerah yang terjadi.

Disisi lain disentralisasi fiskal juga membuat pemerintah daerah 
menjadi manja dan menjadikan ketergantungan kepada pemerintah 
pusat, walaupun telah diberikan hak dan wewenang dalam 
pengelolaan keuangan daerah dari potensi daerah sendiri, namun 
hampir 80 % pemerintah daerah di Indonesia, termasuk provinsi 
Aceh belum mampu menggali potensi dari kekayaan sumber daya 
untuk mewujudkan menjadi pendapatan asli daerah yang merupakan 
cikal bakal sumber kemandirian keuangan daerah untuk membiayai 
cost pembangunan.
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BAB II

DESENTRALISASI FISKAL  
DAN KEMISKINAN

A.	 Konsep Desentralisasi Fiskal

Konsep desentralisasi fiskal pada dasarnya menyangkut penyerahan 
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan 
(Sofilda, Hamzah, & Kusairi, 2023).Desentralisasi fiskal merupakan 
wujud nyata dari otonomi daerah, di mana daerah diberikan hak 
untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber 
keuangan yang ada di wilayahnya (Adzka, 2025). Dengan adanya 
kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang 
kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
masyarakat lokal (Proceedings STIS, 2024). Hal ini penting karena 
setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda, sehingga 
kebijakan fiskal yang seragam dari pusat seringkali tidak efektif 
dalam menjawab permasalahan spesifik di tingkat lokal (Singh & 
Chudasama, 2020).Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah 
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mencapai 



DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN ACEH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS22

kesejahteraan masyarakat (Sofilda, Hamzah, & Kusairi, 2023). Melalui 
kewenangan fiskal, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan 
pembangunan yang lebih relevan, serta mengalokasikan dana secara 
lebih tepat sasaran (Adzka, 2025).

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah 
dapat diarahkan pada aktivitas-aktivitas pembangunan yang 
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal 
(Ruja, Sumarmi, & Idris, 2024). Dengan demikian, desentralisasi 
fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas 
pembangunan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik (Singh & 
Chudasama, 2020). Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal di 
Indonesia tidak dilakukan secara penuh atau seluas-luasnya (Pratama 
& Haryanto, 2025). Hal ini disebabkan oleh bingkai konstitusional 
Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara federal (Suryanto 
& Nugroho, 2024). Oleh karena itu, penyerahan hak pengelolaan 
dan penggalian sumber-sumber keuangan masih terbatas pada 
mekanisme pembagian, misalnya 70% untuk daerah dan 30% untuk 
pusat, atau sebaliknya tergantung jenis penerimaan (Yuliani, 2022).

Desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan 
bahwa prinsip keadilan, proporsionalitas, demokrasi, transparansi, 
serta akuntabilitas merupakan tujuan utama dari perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Yuliani, 
2022). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif agar 
pembagian keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 
mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial (Suryanto & 
Nugroho, 2024). Dengan adanya prinsip keadilan, diharapkan setiap 
daerah memperoleh porsi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi yang dimiliki, sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal 
antarwilayah. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi syarat 
mutlak agar pengelolaan keuangan daerah dapat diawasi secara 



57

BAB III

OBJEK, DATA DAN SUMBER

A.	 Objek dan Lokasi

Objek yang digunakan dalam penulisan adalah realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan angka kemiskinan 
provinsi Aceh. Lokasi penulisan di provinsi Aceh dengan periode 
waktu 2017-2022. Alasan memilih provinsi Aceh karena diperkirakan 
bahwa Provinsi Aceh berstatus daerah otonomi khusus dengan angka 
kemiskinan lebih tinggi di Sumatera.

B.	 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian baik terdiri 
dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa atau pun gejala yang 
merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama 
(Sukandarrumidi. 2002 & Noor, 2011). Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh keseluruhan realisasi Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh 
dan angka kemiskinan dalam periode waktu 2017-2022 di kabupaten/
kota di provinsi Aceh.
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Sedangkan sampel adalah bahagian dari populasi yang memiliki 
sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data 
(Sukandarumidi, 2002), sedangkan Soegiyono (2008) mengatakan 
bahwa sampel adalah bahagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
sampel adalah bahagian dari populasi dan berkarakteristik yang 
hendak diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi, dan 
jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Adapun yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini hanya realisasi dari anggaran pendapaan dan 
belanja daerah (APBD) dan angka kemiskinan di provinsi Aceh.

C.	 Jenis dan Sumber Data

Data bersifat kuantatif yang dapat diukur dan dihitung secara 
langsung, dimana berupa informasi dan penjelasan dalam bilangan 
dan berbentuk angka (Sugiyono, 2008). Sumber data digunakan 
yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 
(APBD) Provinsi Aceh tahun 2017-2022 dan data yang bersumber 
dari Aceh Dalam Angka dari Badan Perencanaan dan Pembangunan 
(BAPPEDA) provinsi Aceh dan data yang bersumber dari Badan Pusat 
Statistik Provinsi Aceh. Adapun jenis data yang digunakan adalah 
realisasi anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) provinsi 
dan Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh, data dana trasfer pusat ke 
pemerintah provinsi Aceh, data tentang Pendapatan Asli Daerah dan 
data angka kemiskinan di provinsi Aceh, baik dalam bentuk jiwa atau 
dalam bentuk persentase.

D.	 Tabulasi Data dan Grafik

Data yang dikumpulkan, kemudian didiskriptifkan dalam bentuk 
table dan grafik yang dikolompokan dan diberi penenjelasan. Data 
yang dimaksudkan adalah ; Dana Transfer dari pemerintah pusat 
dan Pendapatan Asli Daerah, kondisi kemiskinan dan pendapatan 
di provinsi Aceh. Kemudian dari data yang ditabulasi tersebut juga 
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BAB IV

HUBUNGAN KEUANGAN  
PUSAT DAERAH

A.	 Sumber Dana dari Pemerintah Pusat

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Aceh 
yang merupakan kewajiban pemerintah pusat berdasarkan amanah 
undang-undang otonomi yang terdiri dari dana alokasi umum, dana 
alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak. Namun, demikian provinsi 
Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang berdasarkan 
Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006, diberikan 
dana ototomi khusus. Adapun jumlah transfer dana dari pemerintah 
pusat ke Provinsi Aceh, dari berbagai status dana, adalah berdasarkan 
tabel berikut:

Tabel 4.1 Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Aceh, 2017-2022

Tahun Dana 
Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan 
yang Sah

Pendapatan Asli 
Daerah

2017 3.802,880.000.000 8.271,810.000.000 2.227.055.653.755,00
2018 3.864,630.000.000 8.433,180.000.000 2.424.662.431.200,00
2019 4.182.068.874.212 8.860.030.784.000 2.481.629.033.946,00



DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN ACEH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS62

2020 3.994.320.016.700 8.838.550.784.000 2.624.349.661.274,00
2021 3.868.613.259.498 11.331.098.907.000 2.506.367.523.670,00
2022 3.213.39l.563.500  7.582.796.936.062 2.568.193.356.058,00

Sumber:  
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja, Provinsi Aceh, tahun 2017-2022 
2. Aceh Dalam Angka, 2017-2022

Dapat dijelaskan, bahwa perkembangan dana perimbangan (yang 
berasal dari transfer pemerintah pusat) atau keuangan yang berasal 
dari program desentrasi fiskal, selama periode 2017-2022. Dana 
perimbangan tahun 2017 sebesar Rp.3.802.880.000.000 meningkat 
pada tahun 2018 menjadi Rp 3.864.630.000.000 atau sebesar Rp 
61.750.000.000 atau bertambah sebesar 1,60 %. Dari tahun 2018 
kepada tahun 2019 menjadi Rp 4.182.068.874.212 atau meningkat 
sebesar Rp 317.438.874.212 atau meningkat sebesar 7,59 %. Dari tahun 
2019 menurun kepada tahun 2020 menjadi Rp Rp 3.994.320.016.700 
atau menurun sebesar Rp 187.748.857.512 atau menurun sebesar 4,70 
%. Dari tahun 2020 kepada tahun 2021 menjadi Rp 3.868.613.259.498 
atau menurun sebesar Rp 125.706.757.202 atau menurun sebesar 3,25 
%. Dari tahun 2021 kepada tahun 2022 menjadi Rp 3.213.391.563.500 
atau menurun sebesar Rp 655.221.695.998 atau menurun, sebesar 
20,39 %.

Dapat dijelaskan, bahwa lain-lain pendapatan yang sah (yang 
berasal dari transfer pemerintah pusat) atau dana pemerintah 
pusast yang berasal dari program desentrasi fiskal, selama periode 
2017-2022. Dana lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 sebesar 
Rp. 8.271,810.000.000 meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 
8.433,180.000.000 atau sebesar Rp 161.370.000.000 atau bertambah 
sebesar 1.91 %. Dari tahun 2018 kepada tahun 2019 menjadi Rp 
8.860.030.784.000 atau meningkat sebesar Rp 426.850.784.000 
atau meningkat sebesar 4.82 %. Dari tahun 2019 menurun kepada 
tahun 2020 menjadi Rp 8.838.550.784.000 atau menurun sebesar 
Rp 21.480.000.000 atau menurun sebesar 24,30 %. Dari tahun 2020 
kepada tahun 2021 menjadi Rp11.331.098.907.000 atau meningkat 
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BAB V

PENUTUP

A.	 Dampak Alokasi dana Pemerintah Pusat 
dan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah bahagian dari intergasi 
pembangunan nasional, artinya keberhasilaan pembangunan 
daerah dapat menceriminkan keberhasilan pembangunan nasional. 
Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memindahkan sumber-
sumber pendapatan nasioal untuk dikelola oleh daerah, agar daerah 
dapat mencapai tingkat kemandirian keuangan dalam membiayai 
pembangunan (De Mello, 2000). Sistem pengelola keuangan 
dengan desentralisasi fiscal sebenarnya yang terbaik dan sangat 
cocok digunakan di Negara Indonesia yang berbasis kepada Negara 
kesatuan, hal ini dianggab sistem pengolalaan keuangan yang adil dan 
sangat tepat. Dikarenakan system desentrasi fiscal dapat memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam mengelola 
potensi keuangan dan untuk mencapai efisiensi kestabilan ekonomi 
daerah (Rossen & Gayer, 2010 dan Mujiwardhani, et al, 2019). 
Namun dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal mencapai kendala-
kendala yang sangat serius, dimana tiap daerah disamping potensi 
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ekonomi yang tidak tidak sama, jugas kemampuan dari aparatur 
pemerintah daerah yang kurang mampu atau tidak memiliki skil, 
baik dalam menggali sumber-sumber atau potensi ekonomi juga 
ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber bantuan pemeritah 
pusat.

Fenomena kegagalan desentralisasi fiskal dalam menciptakan 
kontradiksi di berbagai daerah provinsi di Indonesia, dimana 
desentralisasi fiskal kurang berhasil di jalankan, terturama di 
daerah-daerah provinsi otonomi khusus, yaitu Aceh dan papua. 
Dimana terutama di kedua daerah otonomi khusus tersebut, 
sayogianya memiliki potensi ekonomi yang besar dan transfer dana 
dari pemerintah pusat yang semakin meningkat, tatapi berdampak 
terhadap meningkat angka kemiskinan. Kontradiksi yang terjadi 
seperti di Aceh dan Papua. Namun, tidak terjadi di DKI, Jakarta 
dan DI Yogyakrata yang notbenenya berstatus yang sama sebagai 
daerah otonomi khusus, dimana transfer dana pusat menjadi cambuk 
untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi angka 
kemiskinan.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus 
telah meningkatkan trafer keuangan pusat dari tahun ke tahun, 
dimana transfer pemerintah pusat dalam penggunaannya terjadi 
kesenjangan yang signifikan, yaitu penggunanan dana lebih besar 
diperuntukan untuk belanja tidak langsung (60-70%), sedangkan 
untuk belanja langsung hanya diperuntukan sebesar 60%, padahal 
tujuan desentralisasi fiskal transfer belanja pusat lebih diperuntukan 
untuk belanja langsung agar mampu menciptakan kemadirian 
keuangan. Sedangkan disisi lain terjadi ketidakmapuan pemerintah 
pusat dalam mengelola potensi ekonomi daerah yang efisien,buktinya 
kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah, selama tahun 
2017-2022 sebesar 16,40 % dan ketergantungan pemerintah provinsi 
Aceh dalam mengolola keungannya kepada pemerintah pusat sampai 
83,60%.
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